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ABSTRAK 

Pembentukan perda bernuansa syariah di Kabupaten Lombok 

Barat merupakan manifestasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan 

publik. Fakta ini menarik untuk dikaji karena kebijakan tersebut 

berlaku di tengah masyarakat yang plural. Penelitian ini 

mempertanyakan mengapa perda bernuansa syariah menjadi 

kebijakan pemerintah daerah Lombok Barat? Bagaimana peran dan 

strategi politik para elite lokal dalam mempengaruhi pembentukan 

perda bernuansa syariah? Serta, Bagaimana respons masyarakat 

terhadap pemberlakuan perda bernuansa syariah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perda bernuansa 

syariah di Lombok Barat menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode penelitian normatif-empiris (applied law research) 

dan mengacu pada teori hierarki norma hukum, teori relasi kuasa-

pengetahuan dan teori sistem politik serta teori ancaman sebagai 

pisau analisis. Penelitian ini memperoleh sumber data primer 

melalui wawancara dan dokumen hukum, sedangkan data sekunder 

diperoleh dari buku atau literatur terkait politik hukum, hasil 

berbagai penelitian, artikel dan sejumlah kajian lain. Setelah data 

terkumpul, dikualifikasi, diverifikasi untuk kemudian diambil 

kesimpulan dari hasil analisis guna menjawab rumusan masalah 

penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menemukan tiga hal: Pertama, keberadaan 

perda syariah di Kabupaten Lombok Barat merupakan hasil 

dialektika antara rasionalitas-religiusitas dan fleksibilitas-

interpretatif, yaitu pengadopsian nilai-nilai Islam menjadi regulasi 

melalui proses legislasi berdasarkan penafsiran Pasal 11 Ayat (1) 

dan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. Meski Pasal 10 Ayat (1) dan (2) menyebut 

pengaturan mengenai agama merupakan kewenangan absolut 

pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah tetap membentuk perda 

syariah atas dasar prinsip dekonsentrasi. Kedua, pembentukan perda 

syariah di Kabupaten Lombok Barat sangat dipengaruhi oleh elite 

agama formal dengan memanfaatkan kekuasaan yang diperoleh 

secara simbolik sosial keagamaan dan formal struktural. 

Bermodalkan kuasa-jabatan politik, mereka mempunyai pengaruh 

cukup besar. Namun, untuk merealisasikan perda syariah sangat 

bergantung pada sistem politik guna memperoleh legitimasi. Ketiga, 
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respons masyarakat Lombok Barat terhadap kehadiran perda syariah 

terpolarisasi dalam dua kelompok yakni sikap yang menolak dan 

mendukung.  Kalangan yang menolak, yaitu kalangan non-muslim 

meski tidak merasa terancam, namun sebagian merasa cemas dan 

khawatir terkait penerapan perda syariah. 

Kata Kunci: Perda Syariah, Kebijakan/Diskresi, Elite Agama, 

Respons Masyarakat 
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ABSTRACT 

The enactment of Sharia-inspired local regulations in West 

Lombok Regency is a manifestation of Islamic values in public 

policy. This fact is interesting to study because the policy applies in 

a pluralistic society. This study questions why sharia-based local 

regulations have become the policy of the West Lombok regional 

government. How do local elites play a role and what strategies do 

they use to influence the formation of sharia-based local 

regulations? Furthermore, how does the community respond to the 

implementation of sharia-based local regulations? 

This study aims to analyze Sharia-based local regulations in 

West Lombok using a qualitative approach with a normative-

empirical research method (applied law research) and refers to the 

theory of legal norm hierarchy, the theory of power-knowledge 

relations, and political system theory as well as threat theory as 

analytical tools. This study obtained primary data through interviews 

and legal documents, while secondary data was obtained from books 

or literature related to legal politics, various research results, articles, 

and other studies. After the data was collected, it was qualified, 

verified, and then conclusions were drawn from the analysis to 

answer the research questions. 

This study found three things: First, the existence of Sharia 

regulations in West Lombok Regency is the result of a dialectic 

between rationality-religiosity and flexibility-interpretation, namely 

the adoption of Islamic values into regulations through a legislative 

process based on the interpretation of Article 11 Paragraph (1) and 

Article 12 Paragraphs (1) and (2) of Law No. 23 of 2014 on 

Regional Government. Although Article 10 Paragraphs (1) and (2) 

state that regulations concerning religion are the absolute authority 

of the central government, the local government still formed sharia 

regulations based on the principle of decentralization. Second, the 

formation of sharia regulations in West Lombok Regency was 

greatly influenced by formal religious elites who utilized the power 

they obtained through symbolic social and formal structural 

religious authority. Armed with political power, they wield 

considerable influence. However, the implementation of Sharia 

regulations heavily depends on the political system to secure 

legitimacy. Third, the response of the West Lombok community to 
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the presence of sharia regulations is polarized into two groups, 

namely those who reject and those who support them. Those who 

reject them are non-Muslims who, although they do not feel 

threatened, are nevertheless anxious and concerned about the 

implementation of sharia regulations. 

Keywords: Sharia Perda, Policy/Discretion, Religious Elite, 

Community Response 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan disertasi ini 

mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama R.I dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan 

0543 b/U/1987, tanggal 22 januari 1988, dengan sedikit 

penyesuaian. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B/b Be ب

 ta‟ T/t Te ت

 tsa‟ Ṡ/ṡ tse (s titik di atas) ث

 Jim J/j Je ج

 ha‟ Ḥ/ḥ Ha (h dengan titik di bawah) ح

 kha‟ Kh/kh kha (gabungan k dengan h) خ

 Dal D/d De د

 zal‟ Ż/ż zal (z dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R/r Er ر

 zai‟ Z/z Zet ز

 Sin S/s Es س

 Syin Sy/sy es dan ye ش

 Sad Ṣ/ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ/ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 tha‟ Ṭ/ṭ ṭ (dengan titik di bawah) ط

 za‟ Ẓ/ẓ ẓ (dengan titik di bawah) ظ

 ,ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain Gh ge (gabungan g dan h) غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 ha‟ H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ى

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis ‘iddah عدة

 

C. Ta’marbutah 

1. Bila diamalkan ditulis h 

 هبة
 جزية

Ditulis 

Ditulis 

Hibah 

Jizyah 

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata arab yang 

sudah terserap kedalam bahasa Indonesia dan menjadi bahasa baku, 

seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 
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aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis  dengan h 

 Ditulis Karamah al-auliya كرامةاالولياء

2. Bila ta‟marbuthah hidup atau dengan harkat, fathah, kasah 

dan dammah ditulis t. 

 Ditulis zakatul fitri زكاة الفطر

D. Vokal Pendek 

᷄ Ditulis I 

᷄ Ditulis A 

‟ Ditulis U 

E. Vokal Panjang 

Fathah + alif Ditulis Ă 

 Ditulis Jahiliyyah جاهلية

Fathah + ya‟mati Ditulis Ă 

 Ditulis yas' ă يسعي

Kasrah + ya‟mati Ditulis ῑ 

 Ditulis Karim كريم

Dammah + wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis Furūdu فروض

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya‟mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بينكم

Fathah + wawu    mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaulun قول

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan 

dengan Apostrof 
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 أأنتم أعدت
 لئن شكرتم

Ditulis 

Ditulis 

a  antum u  idat 

la  in shakartum 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyah 

 القران
 القياس

Ditulis 

Ditulis 

al-Qur‟ān 

al-Qiyās 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ذوي الفروض
 أهل السنة

Ditulis 

Ditulis 

ẓawī al-furūd 

ahl al-sunnah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Peraturan daerah bernuansa syariah atau biasa disebut 

perda syariah mulai banyak bermunculan sejak diberlakukannya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mengalami 
perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 
di ubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah.1 Pasca pemerintahan Orde 
Baru tumbang tahun 1998 sampai dengan 2013,2 terdapat 443 
perda syariah dari 34 provinsi di Indonesia, sejumlah provinsi 
dengan jumlah perda syariah terbanyak antara lain;3 Provinsi 
Jawa Barat dengan 103 perda, Sumatera Barat sebanyak 54 
perda, Sulawesi Selatan dengan 47 perda, Kalimantan Selatan 
terdapat 38 perda, Provinsi Jawa Timur terdiri dari 32 perda dan 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki 25 perda. 

Secara umum, perda syariah bertujuan mengendalikan 
dinamika sosial yang kompleks akibat menurunnya moralitas 
dan juga akhlak.4 Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perda 
syariah tidak hanya mengatur satu bidang saja, tetapi mencakup 
berbagai aspek, seperti himbauan shalat berjamaah,5 gerakan 

 
1 M. Syamsurrijal, Politik Pengambilan Keputusan Pembentukan 

Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten 
Jember, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (2022), hlm. 1. 

2 Sumanto Al Qurtuby, “Sejarah Politik Politisasi Agama dan 
Dampaknya di Indonesia”, Jurnal MAARIF, Vol. 13, No. 2, hlm. 51. 

3 Michael Buehler, The Politics of Shari’a Law: Islamist Activists and 
the State in Democratizing Indonesia, (United Kingdom: Cambridge 
University Press, 2016), hlm. 174. 

4 Masykuri Abdillah, Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: 
Pergulatan Tak Pernah Tuntas, (Jakarta: Renainsans, 2007), hlm. 5-6. 

5 Ridho Al-Hamdi dkk, “Motif Politik Terbitnya Surat Edaran 
Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah”,  Jurnal 
Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 16, No. 2, 2020, hlm. 27-47. 
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membaca Al-Qur’an,6 kewajiban berbusana muslim,7 
pembatasan peredaran minuman keras8 dan lain-lain. Seiring 
perkembangan regulasi syariah, berbagai aspek kehalalan telah 
di atur, seperti kegiatan ekonomi halal mencakup bisnis serta 
lembaga keuangan syariah dan kegiatan pariwisata halal 
mencakup penginapan syariah, makanan halal serta perjalanan 
wisata. Trend halal tersebut membentuk ekosistem melibatkan 
para pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen serta perda 
syariah sebagai regulasi.9 

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), telah ditetapkan regulasi 
mengenai kehalalan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. 
Langkah ini diikuti dengan pembentukan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Kemunculan kedua perda ini 
menjadi momentum untuk memunculkan perda serupa di daerah 
tersebut. 

Pada tahun 2022, muncul wacana untuk mengakreditasi 
rumah sakit syariah, yaitu rumah sakit berstandar halal seperti 
jasa penginapan bersertifikat halal atau produk halal lainnya.10 
Inisiatif ini bertujuan mendukung pelaksanaan perda pariwisata 

 
6 Wahyudi Korompot dkk, “Perda Syariah di Serambi Madinah: Studi 

Atas Perda No 6/2012 tentang Kewajiban Baca Tulis Al-Qur’an di Kota 
Gorontalo”, Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. 12, No.1, 2024, 
hlm, 65-82. 

7 Surya Nita, “Peraturan Daerah Bernuansa Syari’at Islam Menunjang 
Nilai Ham-Gender dan Anti Diskriminasi dalam Era Otonomi Daerah (Studi 
di Provinsi Sumatera Utara)”, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7, No. 7, hlm. 
158. 

8 Najli Aidha Nuryani dan Ridho Al-Hamdi, “Evaluasi Perda Syariah 
di Indonesia: Studi Kasus Perda No. 5/2006 Tentang Minuman Beralkohol di 
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan”, Armoring the Youth to Contribute to 
the SDGs, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm, 1032. 

9 Zulpa Makiah, Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika 
Kebijakan Negara, Implementasi dan Respons Masyarakat, Disertasi Program 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. 11. 

10 Haqiqotus Sa’adah, “Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam 
Transformasi Ekonomi Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, 
2022, hlm. 154. 
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halal di NTB.11 Sebelum kemunculan kedua perda syariah 
tersebut, pemerintah Lombok Barat telah lebih dulu 
mengesahkan perda serupa, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten 
Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, 
Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. 
Meskipun, perda ini tidak secara langsung mengurus kehalalan.12 

Sejauh ini perda syariah masih menimbulkan pro dan 
kontra.13 Oleh kalangan yang pro, penerapan perda syariah 
dianggap relevan mengingat mayoritas penduduk Indonesia 
adalah muslim, sehingga peraturan bernuansa syariah dipandang 
perlu.14 Di Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok, memiliki 
mayoritas penduduk muslim, kawasan ini kini menjadi salah satu 
destinasi wisata halal yang berkembang pesat.15 Oleh karena itu, 
penerapan kebijakan bernuansa syariah dianggap tepat untuk 
mendukung dan mengembangkan kegiatan pariwisata halal. 

Pulau Lombok yang juga dijuluki pulau seribu masjid 
dengan 3.767 ribu masjid besar dan 5.184 ribu masjid kecil yang 
tersebar di 518 desa,16 menjadi salah satu daya tarik untuk 
mendatangkan wisatawan muslim. Hal ini sekaligus menjadi 
tantangan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan Pulau 
Lombok sebagai destinasi wisata yang mencerminkan wajah 

 
11 https://mukisi.com/6014/akreditasi-rumah-sakit-syariah-solusi-

implemestasi-perda-pariwisata-halal-ntb/. Akses 7 Juli 2024. 
12 Lutfia Nafisatul Hanifah, “Literature Review: Factors Affecting 

Alcohol Consumption and the Impact of Alcohol on Health Based on 
Behavioral Theory”, Journal Media Gizi Kesmas, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 
461. 

13 Siti Tarawiyah, “Perda Syari’ah dan Konflik Sosial”, Jurnal Al-
Ahkam, Vol. 6, No. 2, 20 1 1, hlm. 257. 

14 Arifatul Mujahadah dkk, “Implikasi Penerapan Perda Syariah 
terhadap Pluralisme di Indonesia”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 20, No. 
2, 2022, hlm. 385. 

15 "Lombok Jadi Destinasi Halal Terbaik Dunia," Tempo, accessed 
July 11, 2024, https://travel.tempo.co/read/1234567/lombok-jadi-destinasi-
halal-terbaik-dunia. Akses 11 Juli 2024. 

16 https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230411110850-269-
936134/lombok-dijuluki-pulau-seribu-masjid-berapa-jumlah-masjid 
sebenarnya#:~:text=Ternyata%2C%20julukan%20Pulau% 20Se ribu%20 
Masjid, 518%20desa%20di%20Pulau%20Lombok. Akses 6 Juli 2024. 
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religiusnya, sesuai dengan julukan yang disematkan. Langkah 
awal pemerintah dalam menjadikan Nusa Tenggara Barat 
sebagai daerah religius dimulai dengan pengesahan Perda 
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Langkah ini 
dianggap sebagai tindak lanjut atas penghargaan The Best Halal 
Destination Award dan The Best Halal Destination Honeymoon 
Award yang diraih Pulau Lombok pada tahun 2015.17 

Sejak saat itu, istilah wisata halal, yang dirancang khusus 
untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, mulai 
diperkenalkan di Pulau Lombok. Inisiatif ini melibatkan 
berbagai stakeholder, termasuk pelaku usaha perhotelan untuk 
menyediakan fasilitas ramah muslim, penyedia jasa perjalanan 
wisata, pelaku usaha kuliner dan lainnya.18 Berdasarkan fakta-
fakta tersebut, masyarakat yang mendukung perda syariah 
memilih untuk memberikan dukungan secara penuh.19 

Sebaliknya, masyarakat yang kontra menilai perda syariah 
tidak diterapkan sesuai dengan tujuan awal.20 Peraturan Daerah 
Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Minuman Beralkohol menimbulkan berbagai reaksi masyarakat. 
Masyarakat muslim yang mendukung pelarangan minuman 
beralkohol justru mengkritik Pasal 30 Ayat (2) dan Pasal 33 
huruf (e) yang mengizinkan produksi, peredaran dan konsumsi 

 
17 https://www.kominfo.go.id/content/detail/8385%20/menangkan-

whta-world-halal-tourism-award-untuk-pariwisata-indonesia-di-mata-dunia/ 
0/artikelgpr. Akses 6 Juli 224. 

18 Winengan, Industri Pariwisata Halal Konsep dan Formulasi 
Kebijakan Lokal, (Mataram: UIN Mataram Press, 2020), hlm. 17. 

19 Hasil penelitian pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pelaku usaha 
perhotelan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendukung penerapan 
perda pariwisata halal. Mereka menyediakan fasilitas ramah muslim jauh 
sebelum Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal diberlakukan. 
Para pelaku usaha mengungkapkan bahwa akan tetap menyediakan fasilitas 
ramah muslim di hotel mereka meskipun tidak ada regulasi resmi terkait 
wisata halal. Lihat Orien Effendi, Respons Pelaku Usaha Perhotelan Terhadap 
Penerapan Perda Pariwisata Halal di Kota Mataram, Skripsi Program Sarjana 
Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram (2019), hlm. 100. 

20 Wasisto Raharjo Jati, “Permasalahan Implementasi Perda Syariah 
Dalam Otonomi Daerah”, Jurnal al-manahij, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 305. 
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minuman beralkohol untuk upacara ritual agama tertentu.21 
Mereka menganggap pengecualian ini melemahkan upaya 
pemberantasan minuman beralkohol. Sementara itu, masyarakat 
non-muslim menolak pembatasan minuman beralkohol, 
meskipun Pasal 30 Ayat (2) dan Pasal 33 huruf (e) memberi 
ruang untuk memproduksi dan mengkonsumsi alkohol dalam 
upacara ritual agama atau adat.22 

Ada juga pandangan bahwa pembentukan perda syariah 
acapkali dipolitisasi elite lokal untuk meraih dukungan politik.23 
Pandangan ini setidaknya didukung oleh penelitian para sarjana 
hukum seperti Darnela dan Noorhaidi. Dalam penelitiannya di 
Tasikmalaya, Jawa Barat, Darnela mengungkapkan bahwa 
pesantren menolak formalisasi syariat Islam karena lebih 
didorong oleh motivasi politik kalangan tertentu daripada alasan 
agama.24 Noorhaidi juga mengungkapkan bahwa ulama 
memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi wacana 
keagamaan.25 Keterlibatan mereka didasarkan pada kemampuan 
menyebarkan gagasan dan pengetahuan keagamaan melalui 

 
21 Ahmad Azhari, “Regulasi Minuman Beralkohol dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Dampaknya di Lombok Barat”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 
14, No. 2, 2022, hlm. 45-59. 

22 https://www.detik.com/bali/nusra/d-6548192/puluhan-kafe-tuak-di-
lombok-barat-ditutup-pem ilik-demo. Akses 7 Juli 20234. 

23 Michael Feener, “Shari'a and Social Engineering: The 
Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia”, Asian 
Affairs, Vol. 46, No. 1, 2014, hlm, 147-152. 

24 Lindra Darnela, “Penetrasi Pesantren terhadap Penetapan Perda 
Syari’ah di Tasikmalaya”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 
149. 

25 Noorhaidi Hasan dkk, Politics, Ulama and Narratives on Nation 
Hood: Fragmentation of Religious Authority in Indonesian Cities, (Jakarta: 
PPIM UIN Jakarta, 2019), hlm. 3-4. 
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habitus,26 serta meraih kekuasaan bermodalkan pengetahuan.27 
Selain pro dan kontra di masyarakat, perda syariah juga 

menghadapi masalah lain dalam ranah politik hukum, yaitu 
perdebatan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah 
terkait pembentukannya.28 Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
menetapkan bahwa urusan agama merupakan kewenangan 
pemerintah pusat.29 Meskipun demikian, perda syariah tetap 
eksis dan menjadi kebijakan di banyak daerah hingga saat ini.30 

Selama dua dekade terakhir, semangat menampilkan 
identitas keislaman semakin menguat di Indonesia. Berbagai 
atribut keagamaan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan 
masyarakat Islam,31 termasuk bidang sosial, politik, agama, 
hukum dan ekonomi. Dalam bidang hukum dan politik, muncul 
kebijakan publik berupa produk hukum syariah yang bertujuan 

 
26 Habitus biasanya diperoleh sebagai akibat dari ditempatinya posisi 

di lingkungan sosial dalam waktu yang panjang. Habitus juga bervariasi 
tergantung pada sifat atau posisi seorang di lingkungan sosialnya, sehingga 
tidak semua orang memiliki habitus yang sama. Akan tetapi, seseorang yang 
menempati posisi sama di lingkungan sosialnya cenderung memiliki habitus 
yang sama. Lihat Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, (Stanford: 
Stand ford University Press, 1995), dalam George Ritzer & Douglas J. 
Goodman, Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan 
Mutakhir Teori Sosial Postmodern, (Yogyakarta: kreasi wacana 2009), hlm. 
581. 

27 Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other 
Writings 1972-1977, diedit oleh Colin Gordon, (London: Harvester, 1980), 
dalam versi terjemahan Wacana Kuasa/Pengetahuan, (Yogyakarta: Bintang 
Budaya, 2002), hlm. 175. 

28 Hayatun Na’imah, “Perda Berbasis Syari’ah dan Hubungan Negara-
Agama dalam Perspektif Pancasila,” Jurnal Mazahib, Vol. 15, No. 2, 2017, 
hlm 163-164. 

29 Baca Andi Pangerang Moenta, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan 
Daerah, (Depok: Pt. Raja Grafinfo Persada, 2017), hlm. 23. 

30 M. Syamsurrijal, Politik Pengambilan Keputusan Pembentukan 
Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten 
Jember, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (2022), hlm. 1-2. 

31 Supaprto dan Miftahul Huda, Antara Komodifikasi Agama dan 
Penguatan Identitas: Studi Atas Maraknya Kompleks Hunian Muslim di 
Lombok, Laporan Hasil Penelitian UIN Mataram (2018), hlm. 36-38. 
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untuk mengatur masyarakat sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an 
dan juga Al-Hadits.32 Namun, penerapan hukum syariah di 
tengah masyarakat plural telah menimbulkan persoalan,33 
khususnya jika diberlakukan secara luas bagi semua kalangan.34 

Kemunculan perda syariah tidak dapat dipisahkan dari 
fenomena kebangkitan identitas keislaman. Kedua perda syariah 
di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Barat dan Pulau 
Lombok secara umum, kemungkinan merupakan bagian dari 
upaya untuk memperkuat peran Islam di ruang publik. 
Mampukah perda-perda syariah tersebut menciptakan ketertiban 
dan peningkatan moralitas atau justru memperlihatkan dominasi 
kelompok mayoritas yang membuat kelompok minoritas (non-
muslim) merasa terpinggirkan bahkan terancam.35 

Persoalan perda syariah dipaparkan di atas 
memperlihatkan kompleksitas terkait pengaturan ranah 
keagamaan di tingkat daerah.36 Meskipun Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan 
bahwa urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat, 
namun, daerah masih mengambil peran. Situasi ini telah 
menimbulkan ketidakharmonisan peraturan daerah dengan 
hukum nasional itu sendiri. 

Selain perdebatan kewenangan, persoalan para penggagas 

 
32 John L Esposito, Dinamika Kebangkitan Islam: Watak, Proses dan 

Tantangan, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 14. 
33 Andi Ariani Hidayat, “Implementasi Hukum Islam Dalam 

Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)”, Jurnal Bidang Hukum 
Islam, Vol. 1, No. 4, 2020, hlm. 726. 

34 Perda syariah yang berlaku secara menyeluruh yaitu terkait moralitas 
umum atau tata tertib sosial, sedangkan yang berlaku khusus bagi umat Islam 
umumnya menyangkut shalat, zakat, ibadah, atau perkawinan dan lain-lain. 

35 Peraturan daerah bernuansa primordial keagamaan menurut Ngurah 
Oka, dapat mengancam pluralitas masyarakat Indonesia, juga meresahkan dan 
dapat mengancam integrasi bangsa. Baca I Gusti Ngurah Oka, “Kajian 
Tentang Peraturan Daerah (Perda) Bernuansa Agama dan Masa Depan 
Harmonisasi Umat Beragama Di Indonesia”, Missio Ecclesiae Journal, Vol. 
3, No. 1, 2014, hlm. 92. 

36 Denny Indrayana, “Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa 
Syariat Perspektif Hukum Tata Negara”, Jurnal Yustisia, Edisi 81, 2010. 
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perda syariah di tingkat lokal juga kompleks dan problematis. 
Elite agama lokal menempati posisi krusial dalam pembentukan 
perda syariah, dengan kapasitas dan pengetahuan keagamaan 
mereka sering kali mempengaruhi proses legislasi serta 
mendapatkan dukungan politik.37 Keterlibatan tokoh lokal dalam 
wacana keagamaan di daerah mencerminkan strategi politik 
yang kompleks dalam mengadvokasi nilai-nilai keagamaan pada 
ranah hukum publik di tingkat lokal, sering kali memunculkan 
perdebatan dan kontroversi. 

Sebagai pihak yang terkena dampak penerapan perda 
syariah, masyarakat harus diuntungkan oleh kebijakan 
pemerintah. Perda syariah awalnya dimaksudkan untuk 
meningkatkan moralitas dan kualitas hidup masyarakat harus 
tetap berpegang pada tujuan tersebut. Penentangan terhadap 
perda syariah sering kali dipicu oleh anggapan dominasi 
kelompok mayoritas terhadap hak dan kebebasan minoritas serta 
potensi penyalahgunaan politik oleh elite lokal.38 Respons 
semacam ini menunjukkan betapa krusial kebijakan pemerintah 
yang berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, 
pemerintah daerah harus mampu menjamin keharmonisan antara 
aspek keagamaan, demokrasi dan hak asasi manusia. 

Berdasarkan kegelisahan akademik di atas, disertasi ini 
melakukan kajian untuk mengungkap dasar hukum 
pembentukan perda syariah yang belum dijelaskan secara 
eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Disertasi ini, juga menelusuri keterlibatan 
serta strategi politik yang digunakan oleh elite lokal di Lombok 
Barat dalam mengusung nilai-nilai keagamaan menjadi perda 
syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi respons 

 
37 Ibnu Zubair, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan 

Daerah yang Berkeadilan, Makalah Fakultas Hukum Universitas Bung Karno 
Jakarta, 2016, hlm. 687. 

38 Umihani, “Problematika Mayoritas dan Minoritas Dalam Interaksi 
Sosial Umat Beragama”, Jurnal Online TAZKIA, Vol. 20, No. 2, 2019, hlm. 
253. 
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dan penerimaan masyarakat Kabupaten Lombok Barat terhadap 
perda syariah. 

Ada tiga asumsi dalam penelitian ini; Pertama, terjadi 
tumpang tindih (overlapping) terkait kewenangan keagamaan 
antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk menguji asumsi 
tersebut, dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-normatif 
dengan teori hierarki norma hukum. Kedua, para elite lokal telah 
memanfaatkan pengetahuan mereka untuk mempengaruhi 
masyarakat serta aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan 
perda syariah dengan tergabung ke dalam struktur pemerintahan 
untuk melegitimasi wacana keagamaan. Asumsi tersebut 
ditelusuri kebenarannya melalui pendekatan politik 
menggunakan teori relasi kuasa-pengetahuan dan sistem politik 
untuk meneliti bagaimana para tokoh politik lokal terlibat serta 
mengetahui strategi politik yang digunakan. Ketiga, terkait pro-
kontra, menggunakan pendekatan sosial dengan teori ancaman 
(Integrated Threat Theory) untuk mengeksplorasi respons 
masyarakat. 

 
B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana diuraikan, penelitian ini mengajukan 
pertanyaan mendasar tentang bagaimana dan mengapa perda 
syariah menjadi kebijakan publik pemerintah daerah. Pertanyaan 
mendasar tersebut kemudian diuraikan ke dalam rumusan 
masalah penelitian sebagai berikut: 
1. Mengapa peraturan bernuansa syariah menjadi kebijakan 

pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Barat? 
2. Bagaimana peran dan strategi politik para elite lokal dalam 

mempengaruhi pembentukan perda bernuansa syariah di 
Kabupaten Lombok Barat? 

3. Bagaimana respons masyarakat Lombok Barat terhadap 
pemberlakuan perda bernuansa syariah? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian 
ini bertujuan: 
a. Menganalisis mengapa peraturan bernuansa syariah 

menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten Lombok 
Barat. 

b. Mengungkap strategi politik elite lokal Lombok Barat 
dalam mempengaruhi pembentukan perda bernuansa 
syariah. 

c. Mengeksplorasi dan mempetakan respons masyarakat 
Lombok Barat terhadap pemberlakuan perda bernuansa 
syariah. 

2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan para pembuat kebijakan baik dalam 
menyusun draft peraturan perundang-undangan yang 
baru berkaitan dengan peraturan bernuansa syariah 
maupun dalam melakukan revisi atau perbaikan terhadap 
perundang-undangan yang lama. 

b. Secara teoritis, ke depan penelitian ini dapat menjadi 
bagian dari sumbangsih ilmu pengetahuan serta 
berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
tentang politik hukum, terutama pada ranah politik 
pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagi 
peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan 
ilmu pengetahuan. Sementara, bagi peneliti berikutnya 
penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penemuan cabang 
ilmu pengetahuan baru. 
 

D. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu mengenai perda syariah dibagi ke 

dalam empat kelompok, yaitu penelitian berfokus mengkaji 
efektivitas serta dampak penerapan perda syariah, fokus kajian 
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terkait muatan isi, kajian seputar proses pembentukan serta 
keterlibatan para tokoh lokal dan kajian mengenai pro dan kontra 
serta kontroversi. 

Penelitian mengenai efektivitas serta dampaknya,39 
mengungkap bahwa perda syariah menjadi tidak efektif karena 
penerapan yang belum cukup serius. Hal ini mengakibatkan 
perda syariah tidak berdampak signifikan sebagaimana tujuan 
awal untuk meningkatkan moralitas masyarakat.40 Pada saat 
diberlakukan, sosialisasi perda syariah juga belum maksimal,41 
di samping pengawasan yang lemah dan minimnya sanksi juga 
turut berpengaruh terhadap tidak efektifnya perda ini.42 

Selanjutnya penelitian mengenai muatan isi, disebutkan 
bahwa perda syariah tidak bertentangan karena sesuai dengan 
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Perundang-undangan,43 di mana telah melalui 
prosedur yang benar,44 yaitu dengan ditetapkan oleh kepala 

 
39 Lina Aryani, “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Tata 

Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius di Kota Tasikmalaya”, Jurnal 
Politikom Indonesiana, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 111-120. 

40 Kharisma Purwandani dkk, “Evaluasi Kebijakan Bupati tentang 
Salat Jamaah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan”, Jurnal 
Nakhoda: Ilmu Pemerintahan, Vol. 21, No. 02, 2022, hlm. 213-216. 

41 Ahmad Muhtadi Anshor dkk, “Implementasi dan Pengawasan 
Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Tulungagung dan Blitar”, Jurnal 
AHKAM, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 369. 

42 Hasil penelitian yang disampaikan Dani Muhtada dalam orasi ilmiah 
Dies Natalis VII Fakultas Hukum Negeri Semarang Tahun 2014 ini 
merupakan rangkuman singkat dari Disertasinya dengan judul The 
Mechanisms of Policy Diffusion: A Comparative Study of Shari’a Regulations 
in Indonesia. 

43 Abdul Syatar, “Formalisasi Hukum Islam Dalam Bentuk Peraturan 
Daerah: Analisis Yuridis Peraturan Daerah Syariah di Bulukumba”, Jurnal 
Bilancia, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 69. Lihat Muhammad Alim, “Perda 
Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi”. Jurnal Hukum, 
Vol. 17, No. 1, 2010, hlm. 133. 

44 Hayatun Na’imah, “Perda Berbasis Syariah Dalam Tinjauan Hukum 
Tata Negara”, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 
57. 
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daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.45 Selain itu, isi 
perda syariah juga dianggap selaras dengan ajaran Islam 
sehingga perda syariah tidak dianggap bertentangan dengan 
norma hukum.46 Keselarasan nilai-nilai perda syariah dengan 
ajaran Islam tersebut menunjukkan bahwa muatan isi perda 
syariah tidak hanya fokus mengatur aspek legalitas, tetapi juga 
meningkatkan aspek religius.47 

Sementara itu, penelitian seputar proses pembentukan 
serta keterlibatan para tokoh lokal dalam pembentukan perda 
syariah menemukan temuan beragam, bahwa perda syariah lahir 
sebagai wujud transaksi politik dari partai sekuler termasuk elite 
politik di dalamnya untuk meraih dukungan tokoh Islam lokal.48 
Para tokoh terutama mereka yang terafiliasi pada institusi 
keagamaan memiliki pengaruh yang kuat,49 dalam konteks ini 
kebijakan mereka cenderung lebih diikuti oleh masyarakat di 
daripada kebijakan dari pemerintah.50 

 
45 Cholida Hanum. “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan 

Siyasah Dusturiyyah”, Jurnal Al-Ahkam: Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 
2, 2019, hlm. 123. Baca Mohamad Hidayat Muhtar, Peraturan Daerah 
Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 
2023), hlm. 129. 

46 Asmuni Mth, “Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam: Sebuah 
Tinjauan Perspektif Fikih”, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVI, 2006, hlm. 187. 

47 Efrinaldi, “Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam dan 
Religiusitas Umat di Indonesia”, Jurnal Madani, Vol. 18, No. 2, 2014, hlm. 
126. Baca Juparno Hatta, “Representasi Politis Pada Perda Syariah: Sebuah 
Kajian Kepustakaan”, Jurnal TAZKIR: Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan 
Keislaman, Vol. 08 No. 02, 2022, hlm. 190-191. 

48 Michael Buehler, The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and 
the State in Democratizing Indonesia, (United Kingdom: Cambridge 
University Press, 2016), hlm. 124-126. 

49 Agus Purnomo, Islam Madura Era Reformasi: Konstruksi Sosial Elit 
Politik Tentang Perda Syariat, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), hlm. 267. 
Baca Ma’mun Murod Al-Barbasy, Politik Perda Syariah: Dialektika Islam 
dan Pancasila di Indonesia, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 
407. 

50 Lindra Darnela, “Penetrasi Pesantren Terhadap Penetapan Perda 
Syari’ah di Tasikmalaya”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 
149. Baca juga Abdul Aziz, Perda Bernuansa Syariah: Pembangunan Tata 
Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Islam di 
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Keterlibatan para tokoh lokal dalam pembentukan perda 
syariah tidak terlepas dari faktor politis. Dalam praktiknya 
membuat para elite politik terlibat mewacanakan perda syariah 
demi membangun pencitraan kepada masyarakat.51 Pada fokus 
kajian mengenai keterlibatan tokoh politik lokal, penelitian 
Syamsurrijal merupakan kajian yang penting untuk dipaparkan 
agar ada kejelasan mengenai posisi peneliti dalam melakukan 
penelitian ini.52 Syamsurrijal mengungkap pembentukan perda 
syariah di Kabupaten Lombok Barat memperlihatkan adanya 
interaksi dan komunikasi antara satu aktor dengan aktor lain, 
para aktor tersebut seperti Gubernur, Bupati, DPRD, MUI, 
NWDI dan FKSPP (Forum Kerjasama Pondok Pesantren). 

Berikutnya adalah penelitian yang fokus mengkaji pro-
kontra serta kontroversi perda syariah. Dukungan terutama dari 
non-muslim didasarkan pada pandangan, jika perda syariah 
dikhususkan bagi umat Islam maka mereka tidak 
mempersoalkan.53 Sementara, dukungan dari umat Islam, 
didasarkan pada pandangan bahwa perda syariah merupakan 
interpretasi ajaran Islam, sehingga perlu didukung.54 Sikap 
kontra terhadap perda syariah biasanya berkaitan dengan proses 
pembentukan yang dinilai cenderung dipolitisasi,55 pada situasi 

 
Kabupaten Cianjur dan Kota Tasikmalaya, Disertasi Program Sekolah 
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021), hlm. 231. 

51 Gugun El Guyanie dan Moh Tamtowi, “Politik Legislasi Perda 
Syari’ah di Sumatera Barat”, Jurnal Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 1, 
No.1, 2021, hlm. 1-15. 

52 M. Syamsurrijal, Politik Pengambilan Keputusan Pembentukan 
Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten 
Jember, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (2022), hlm. 196-197. 

53 Fakhrul Rijal, “Persepsi Non-Muslim Terhadap Penerapan Syari’at 
Islam di Aceh”, Jurnal Kalam: Agama dan Sosial Humaniora, Vol. 8, No. 1, 
2020, hlm. 32. 

54 Sahid HM, “Formalisasi Syariat Islam Dalam Pandangan Kiai NU 
Struktural”, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 7, No. 2, 2011, hlm. 417-419. 
Lihat Irma Suryani, “Legislasi Syari’at Islam Melalui Perda Syariah”, Jurnal 
JURIS, Vol. 13, No. 2, 2014, hlm. 167. 

55 Indra Fauzan dan Zakaria Taher, “Dinamika Pembuatan Peraturan 
Daerah Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di 
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ini perda syariah menjadi problematik.56 
Berkaitan dengan lokasi penelitian di Lombok Barat pada 

khususnya dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya, kajian 
mengenai pro dan kontra yang paling relevan adalah penelitian 
Permadi.57 Penelitian ini juga penting dipaparkan agar 
memperjelas posisi peneliti. Menurutnya sikap masyarakat 
terhadap rencana pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara 
Barat terbagi ke dalam dua sikap, yaitu mendukung dan 
menolak. Sebagian mendukung inisiatif pembentukan perda 
syariah karena dinilai sebagai peluang meningkatkan ekonomi. 
Sebagian, masyarakat khawatir mengenai dampak wisata halal 
terhadap kearifan lokal. 

Dua penelitian di daerah berbeda yang mengkaji respons 
masyarakat juga perlu untuk dipaparkan. Penelitian tentang 
persepsi non-muslim terhadap penerapan syariat Islam di Aceh, 
yang mengungkap meskipun ada kekhawatiran tentang 
diskriminasi, sebagian besar non-muslim cenderung bersikap 
pragmatis dan juga adaptif terhadap realitas hukum syariah, 
selama tidak mengganggu hak-hak dasar mereka maka perda 
syariah tidak menjadi persoalan.58 

Dalam penelitian Suismanto di Tasikmalaya, di 
identifikasi setidaknya terdapat dua pokok masalah 
implementasi perda syariah, yaitu adanya resistensi masyarakat 
dan kurangnya pemahaman hukum.59 Secara umum temuan ini 

 
Kota Medan”, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 
46-47. 

56 Suismanto, “Perda Syariat Islam dan Problematika (Kasus 
Tasikmalaya)”, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. 8, No. 1, 2007, hlm. 
33. 

57 Permadi dkk, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana 
Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2, No. 1, 2018, 
hlm. 33-53. 

58 Fakhrul Rijal, “Persepsi Non-Muslim Terhadap Penerapan Syari’at 
Islam di Aceh”, Jurnal Kalam: Agama dan Sosial Humaniora, hlm. 32. 

59 Suismanto, “Perda Syariat Islam dan Problematika (Kasus 
Tasikmalaya)”, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, hlm. 33. 
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mengungkap bahwa perda syariah mendapat dukungan 
mayoritas masyarakat, dengan alasan perda syariah dinilai 
mampu untuk menegakkan moralitas dan juga mengatasi 
berbagai persoalan sosial. Walaupun, penelitian ini juga 
menemukan adanya resistensi yang menganggap perda syariah 
dapat mengancam keragaman dan juga hak asasi manusia. 

Setelah menelusuri berbagai penelitian sebagaimana 
disebutkan di atas, semua telah memberi kontribusi penting. 
Namun, peneliti ingin menegaskan bahwa posisi akademis 
penelitian yang dilakukan yaitu untuk melengkapi berbagai 
kajian yang telah ada tersebut. Sebagaimana penelitian bersifat 
dinamis. Oleh karena itu, perihal yang menjadi kesamaan 
penelitian ini yaitu kajian perda syariah di Lombok Barat. 

Sementara, sisi berbeda adalah peneliti memfokuskan 
pada dinamika kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai 
kewenangan pembentukan perda berbasis keagamaan. Penelitian 
ini juga berbeda, terutama fokus kajian mengenai peran elite 
lokal, yang dalam penelitian ini mengkaji strategi dan modal 
politik para elite lokal dalam mempengaruhi pembentukan perda 
bernuansa syariah di Lombok Barat. Selain itu, penelitian ini 
juga berbeda baik dari segi pendekatan yang digunakan dan juga 
sudut pandang teoritik yang dibangun. 

 
E. Kerangka Teoritik 

Berkaitan dengan studi perda bernuansa syariah dari 
berbagai isu, permasalahan serta sejumlah asumsi sebagaimana 
telah diuraikan. Penelitian ini melakukan analisis mendalam 
menggunakan tiga pendekatan yang dibantu tiga teori untuk 
menjawab sejumlah isu dan juga permasalahan dimaksud, 
berikut dipaparkan teori tersebut: 
1. Teori Hierarki Norma Hukum 

Teori hierarki norma hukum yang dipopulerkan oleh 
Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum memiliki 
tingkatan berjenjang, norma hukum yang lebih rendah 
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berpedoman pada norma yang lebih tinggi, sehingga norma 
hukum paling dasar atau grundnorm, adalah sumber tertinggi 
dalam sistem hukum negara.60 Di Indonesia, Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 menjadi grundnorm, di mana 
merupakan dasar hukum tertinggi.61 

Bagi Kalsen, sistem hukum merupakan susunan yang 
berjenjang (hierarki), sehingga setiap hukum bersumber 
pada hukum yang berada di atasnya, yang telah membentuk 
dan menentukan validasi yang kemudian menjadi sumber 
bagi hukum di bawahnya. Artinya, puncak dari hierarki 
adalah dasar, yaitu konstitusi. Lebih lanjut, dalam teori 
umum tentang hukum dan negara, hukum dasar tersebut 
menurut Kalsen, menjadi dasar tertinggi terhadap 
keseluruhan tata hukum dalam suatu negara, adapun 
konstitusi yang dimaksud yakni konstitusi dalam artian 
materiel, bukan formil.  

Secara sederhana, teori hierarki norma hukum dapat 
dipahami; Pertama, peraturan perundang-undangan yang 
keberadaannya lebih rendah harus bersumber dari 
perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, 
Kedua, isi atau materi muatan dari perundang-undangan 
yang keberadaannya lebih rendah tidak boleh menyimpang 
atau bertentangan dengan perundang-undangan yang 
kedudukannya jauh lebih tinggi. Berkaitan dengan subtansi 
norma dasar, Kalsen membagi menjadi dua jenis norma atau 
sistem norma. Keduanya merupakan sistem norma statis (the 
static system of norm) dan sistem norma dinamis (the 
dinamis system of norm).62 

Sistem norma statis adalah pendekatan yang menilai 
norma berdasarkan isi atau materi muatannya, yang dapat 

 
60 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, terj. Anders 

Wedberg, (New York: Russel & Russel 1961), hlm. 149. 
61 Maria Farida Indrati S, Ilmu Per-Undang-Undangan, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2007), hlm. 41. 
62 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, hlm 122-123. 
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menunjukkan kualitas dan validitas norma tersebut. 
Sementara, sistem norma dinamis melihat norma dari segi 
proses pembentukannya sesuai prosedur konstitusi. Dalam 
sistem ini, norma dibentuk oleh pihak berwenang yang 
berasal dari norma yang lebih tinggi. Kewenangan ini 
merupakan delegasi dari otoritas yang lebih tinggi kepada 
otoritas yang lebih rendah.63 

Dengan demikian, penelitian menggunakan teori 
hierarki norma hukum, hendak melakukan kajian terhadap 
perda syariah dengan melihat aspek legalitas, mencakup 
dasar hukum dan terkait pembagian kewenangan pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah, mengkaji apakah prosedur 
pembentukan perda syariah telah sesuai dengan konstitusi 
berdasarkan prinsip hierarki berdasarkan norma dinamis dan 
melakukan kajian apakah norma hukum pembentukan perda 
syariah sesuai dengan nilai-nilai yang ada berdasarkan 
norma statis. Penelitian dengan menggunakan teori hierarki 
norma hukum sebagai pisau analisis, lebih menegaskan 
analisis pada aspek hierarki dibandingkan melakukan 
pendalaman aspek norma, meskipun demikian, analisis 
keduanya tetap dilakukan mengingat kajian menggunakan 
teori hierarki norma hukum pada prinsipnya merupakan satu 
kesatuan. Dalam konstitusi Indonesia, kajian pada aspek 
hierarki memudahkan penelusuran terkait pembentukan 
peraturan hukum. Demikian juga kajian pada aspek norma, 
guna memastikan muatan hukum tidak bertentangan dengan 
norma atau perundang-undangan yang lebih tinggi. 

2. Teori Relasi Kuasa-Pengetahuan dan Sistem Politik 
Foucault memandang kekuasaan tidak dimiliki oleh 

individu tertentu, seperti raja atau pemerintah melainkan 
hasil serangkaian regulasi yang saling mempengaruhi dan 

 
63 Ibid., hlm. 43. 
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terhubung secara strategis.64 Dalam buku Power/Knowledge, 
Foucault memaknai relasi kuasa dan pengetahuan memiliki 
hubungan erat, kuasa mampu memproduksi pengetahuan 
sementara pengetahuan memiliki kuasa. Bagi Foucault kuasa 
tidak lagi identik seperti penguasaan fisik dan kediktatoran 
atau sejenisnya.65 Dewasa ini telah mengalami normalisasi 
yang disamarkan dengan cara-cara terselubung sehingga 
tidak tampak seperti biasanya yang identik dengan 
penguasaan fisik berupa kesewenang-wenangan penguasa 
melalui penyiksaan, kerja rodi atau sebagainya. Melalui 
pengetahuan, kuasa menjelma berupa penguatan regulasi 
peraturan serta mampu melegitimasi atau mendelegitimasi 
kekuasaan. 

Selain itu, bagi Foucault, pengetahuan merupakan 
wacana, yaitu pengetahuan tidak bersifat netral melainkan 
bersifat politis. Pendapat ini berangkat dari fenomena bahwa 
aktivitas pengetahuan dan kehidupan di atur melalui sebuah 
peraturan tertentu. Dalam hal ini, pengetahuan berperan 
sebagai kontrol sosial, demikian masyarakat bisa 
membentuk kerangka pengetahuan untuk mengatur 
kehidupan sosial mereka, seperti bagaimana mereka 
bertingkah laku yang baik, hal ini terbentuk berdasarkan 
pengetahuan yang memadai.66 Dengan begitu kekuasaan 
tidak lagi menyangkut fisik, namun beralih berupa sistem 
regulasi aturan dibarengi sanksi sebagai kontrol sosial. 

Dalam konteks penerapan perda syariah, menunjukkan 
pengetahuan keagamaan umat Islam memproduksi 
kekuasaan untuk mencegah perbuatan tercela melalui 
legitimasi aturan. Dalam hal ini, kekuasaan dan pengetahuan 

 
64 Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other 

Writings 1972-1977, diedit oleh Colin Gordon, (London: Harvester, 1980), 
dalam versi terjemahan Wacana Kuasa/Pengetahuan, (Yogyakarta: Bintang 
Budaya, 2002), hlm. 27. 

65 Ibid, hlm. 175. 
66 Ibid.,  
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saling mempengaruhi, kekuasaan menciptakan pengetahuan 
dan pengetahuan memperkuat kuasa. Oleh karena itu, kuasa 
dan pengetahuan adalah satu kesatuan yang saling terkait.67 

Teori relasi kuasa-pengetahuan ini digunakan untuk 
menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan peran elite lokal, 
sejauh mana mereka terlibat serta strategi politik apa yang 
digunakan dalam meloloskan perda syariah. Teori ini 
operasionalisasi melalui tiga tahapan; Pertama, 
mengelompokkan jenis peran para elite lokal. Kedua, 
mengidentifikasi bentuk keterlibatan peran para elite lokal. 
Ketiga, mengeksplorasi strategi serta kekuatan peran para 
elite lokal dalam mempengaruhi pembentukan perda syariah. 
Tahapan tersebut diilustrasikan melalui gambar berikut ini: 

Gambar 1.1 
Konstruksi Diskursus Politik Pembentukan Perda Syariah 

 
 

 
67 Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji 

Masyarakat, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 25. 
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Gambar di atas menjelaskan bahwa kekuasaan 
mendasari munculnya sebuah peran. Dalam penelitian ini, 
peran yang dimaksud yaitu sebagai tokoh agama, baik elite 
agama formal maupun non-formal. Penelitian ini 
mengeksplorasi keterlibatan mereka dalam mempengaruhi 
lahirnya perda syariah, baik secara langsung maupun tidak 
langsung serta strategi yang digunakan. Hasil kajian 
bertujuan mengidentifikasi elite agama mana yang lebih 
dominan mempengaruhi pembentukan perda syariah. 

Beberapa buku yang relevan dirujuk dalam membahas 
teori sistem politik adalah pemikiran David Easton, terdapat 
setidaknya tiga tulisannya yang mengkaji terkait sistem 
politik, yaitu The Political System, A System Analysis of 
Political Life dan A Framework for Political Analysis. 
Tulisan lainnya yang juga relevan adalah An Approach to the 
Analysis of Political Systems. Dari beberapa tulisannya 
tersebut, secara umum berbicara tentang proses bekerjanya 
sistem politik meliputi wacana awal, proses, akhir dan 
kembali lagi ke awal.68 

Dengan kata lain, teori sistem politik Easton secara 
sederhana, dapat dipahami sebagai sebuah sistem dengan 
cara kerja yaitu menerima masukan (input), kemudian diolah 
atau diproses di dalam (sistem politik) lalu menghasilkan 
keluaran (output),69 selanjutnya hasil atau keluaran ini 
kembali ke sistem dalam bentuk umpan balik (feedback) agar 
kemudian sistem tersebut tetap berjalan secara kontinyu.70 
Dengan demikian, teori sistem politik jika dipahami dalam 
konteks politik, berarti politik bukan suatu yang berdiri 

 
68 David Easton, The Political System: An Inquiry into The State of 

Political Science, (New York: Alfred A Knopf, 1963), hlm. 96. 
69 David Easton, A System Analysis of Political Life, (New York: 

Wiley, 1965), hlm. 26.  
70 David Easton, A Framework for Political Analysis, (Chicago: The 

University of Chicago Press, 1965), hlm.  129. 
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sendiri, akan tetapi bagian-bagian yang saling keterkaitan.71 
Dalam konteks politik, pembentukan perundang-

undangan mencerminkan cara kerja sistem politik, yaitu si 
pembuat hukum (pemerintah) menerima masukan (input) 
berupa aspirasi atau inisiasi kemudian diolah dalam proses 
politik antar-dua lembaga negara (eksekutif dan legislatif), 
proses ini menghasilkan keluaran (output) berupa keputusan 
atau kebijakan (produk hukum), lalu hasil berupa kebijakan 
kembali ke sistem berupa umpan balik (feedback), yaitu 
apakah kebijakan tersebut sesuai dengan tuntutan atau 
dukungan. Dengan begitu, teori sistem politik berguna untuk 
mengkaji pembentukan perda bernuansa syariah di Lombok 
Barat dengan menyoroti input yang mendorong 
pembentukannya. Sejumlah skema sistem politik menurut 
Easton yaitu:72 

Gambar 1.2 
Skema Sistem Politik David Easton 

 
Sumber: Model Teori Sistem Politik David Easton 

Sejumlah aspek yang menjadi skema dari sistem politik 
menurut David Easton sebagaimana terlihat pada gambar di 
atas, antara lain: Pertama, Sistem politik sebagai suatu 
proses; Easton dalam konteks ini menyebut sistem sebagai 
suatu proses dalam mengubah masukan (input) untuk 

 
71 David Easton, An Approach to the Analysis of Political Systems, 

The Johns Hopkins University Press, Vol. 9, No. 3, 1957), hlm. 383. 
72 Ibid., hlm. 384. 
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menjadi keluaran (output). Ia juga mengatakan, sistem 
politik berarti mekanisme yang membuat atau melaksanakan 
keputusan.73 

Kedua, Komponen sistem politik; komponen utama 
sistem politik menurut Easton sebagaimana telah disinggung 
sebelumnya, yaitu masukan (input) yang terdiri dari dua 
jenis, yaitu tuntutan (demands) merupakan keinginan 
masyarakat, dukungan (support) merupakan ketaatan/ 
penerimaan atau penolakan.74 Ketiga, Pengolahan atau 
pembentukan; pengolahan adalah bagian dari tahap 
memproses masukan yang dalam konteks sistem politik 
Indonesia, maka pembentukan produk hukum harus melalui 
proses politik di lembaga pemerintahan resmi, yaitu 
eksekutif maupun legislatif. 

Keempat, Output, output atau keluaran berarti hasil 
berupa keputusan atau kebijakan yang sebelumnya dibuat.75 
Kelima, Feedback, dalam hal ini keputusan maupun 
kebijakan berupa produk hukum yang dihasilkan, di mana 
masyarakat sebagai pengguna merespons, baik bersifat 
mendukung atau menolak, puas atau tidak puas dan 
sebagainya.76 Respons dari masyarakat tersebut kemudian 
kembali menjadi masukan baru bagi sistem yang ada secara 
kontinyu. 

Berdasarkan uraian di atas, pendekatan menggunakan 
teori sistem politik Easton, menjadi relevan sebagai pisau 
analisis dalam disertasi ini khususnya untuk menjawab 
rumusan masalah kedua, yaitu apa saja strategi dan juga 
modal politik elite lokal Lombok Barat dalam 
mempengaruhi pembentukan perda syariah. Teori ini 

 
73 David Easton, A System Analysis of Political Life, 1965), hlm. 25-

26.  
74 David Easton, A Framework for Political Analysis, hlm. XIII. 
75 David Easton, A System Analysis of Political Life, 1965), hlm. 25-

26. 
76 David Easton, A Framework for Political Analysis, hlm.  129. 
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dikombinasikan dengan teori relasi kuasa-pengetahuan 
Foucault guna memperkaya aspek yang diteliti, teori sistem 
politik ini berguna untuk melihat aspek formal, sedangkan 
teori relasi kusa-pengetahuan berguna untuk mengkaji 
keduanya, yaitu aspek formal dan non-formal. Dalam hal ini 
bertujuan untuk melihat pengaruh elite lokal khususnya elite 
agama (Tuan Guru) Lombok Barat dalam mempengaruhi 
proses politik pembentukan perda syariah. Dengan demikian 
kedua teori ini, relevan untuk melihat bagaimana sebuah 
kebijakan daerah dibentuk. 

Penggabungan teori pengetahuan Foucault dan teori 
sistem politik Easton dalam analisis ini, pada prinsipnya 
bertujuan melihat bagaimana para elite lokal yaitu elite 
agama, baik elite agama formal yang tergabung dalam 
struktur pemerintahan dan elite agama non-formal di luar 
pemerintahan mempengaruhi pembentukan perda syariah. 
Sebagaimana intisari teori relasi kuasa-pengetahuan 
Foucault, merujuk pada makna bahwa dengan bermodalkan 
kuasa dan pengetahuan, seorang atau kelompok cenderung 
memiliki pengaruh kuat baik dalam melegitimasi dan 
mendelegitimasi, karena pengetahuan mampu menciptakan 
kuasa, sebaliknya kuasa mampu menciptakan pengetahuan. 
Sementara, intisari dari teori sistem politik Easton, yaitu 
tidak cukup seorang hanya memiliki pengaruh tanpa dibantu 
oleh sistem politik untuk melegitimasi keputusan kolektif 
yang dibuat. Kedua perspektif dari teori yang sekilas 
berseberangan ini, menarik melihat korelasi keduanya dalam 
mengamati proses politik pembentukan perda syariah di 
Lombok Barat. 

3. Teori Ancaman 
Menurut Walter G. Stephan, kita hidup di dunia telah 

terpolarisasi oleh agama, kebangsaan, ideologi politik, ras, 
etnis, jenis kelamin, kelas sosial dan masih banyak lagi. 
Berbagai kelompok tersebut kemudian membentuk suatu 
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identitas dalam sebuah kehidupan. Dengan ciri dan juga 
karakter yang berbeda, pada akhirnya muncul 
pengelompokan dengan mengecualikan kelompok lain. 
Adanya pengecualian inilah kemudian melahirkan 
pembagian kelas, mencakup ekonomi, sosial, politik, hukum 
dan lain sebagainya. Menurut Stephan, kondisi inilah yang 
melahirkan teori ancaman, di mana ancaman antar-kelompok 
dialami ketika anggota dari satu kelompok merasa bahwa 
kelompok lain berada dalam posisi yang dapat 
membahayakan mereka.77 

Dengan demikian, teori ancaman menggambarkan 
situasi di mana perbedaan yang tidak dikelola dengan baik 
dapat menimbulkan rasa terancam antar-kelompok sosial. 
Dengan kata lain, setiap pengelompokan dalam masyarakat, 
seperti dominasi kelompok kuat dapat menjadi ancaman bagi 
kelompok lemah, keunggulan ekonomi dapat menciptakan 
ketimpangan terhadap kelompok miskin dan kelompok 
mayoritas berpotensi menekan minoritas serta berbagai 
bentuk ketimpangan sosial yang lain.78 

Demikian juga, penganut agama mayoritas pada 
sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi agama 
minoritas jika tidak dikelola dengan baik.79 Dominansi dan 
perhatian berlebih ditujukan bagi satu golongan dapat 
menimbulkan kecemburuan sosial dan berpotensi terjadinya 
konflik. Kemunculan perda bernuansa syariah di banyak 
daerah di Indonesia seolah menunjukkan keberpihakan 
terhadap satu golongan atau penganut agama tertentu 
sehingga tidak jarang memunculkan persoalan yang 

 
77 Stephan, Intergroup Threat Theory. In Nelson, Todd D. 

(ed.). Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination. (Francis: 
Psychology Press: Taylor and Francis Group, 2009), hlm. 43-44. 

78 Ibid.,  
79 Damianus Hendropuspito, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Yayasan 

Kansius-BPK Gunung Mulia, 1983), hlm. 165. 
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menimbulkan pro dan kontra.80 
Teori Ancaman Terintegrasi (Integrated Threat 

Theory, ITT) digunakan untuk memahami respons 
masyarakat, khususnya non-muslim, terhadap dua perda 
syariah di Kabupaten Lombok Barat. Teori ini berfokus pada 
apakah agama berperan sebagai kelas kuasa yang dominan 
memengaruhi kehidupan sosial.81 ITT menggambarkan 
posisi kelompok minoritas yang merasa terancam oleh 
kelompok mayoritas, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Ancaman yang dimaksud yaitu ancaman yang 
dirasakan, seperti kecemasan atau kekhawatiran, bukan 
ancaman yang objektif. 

ITT dapat digunakan untuk mengkaji isu-isu interaksi 
sosial, termasuk isu keagamaan. Mengingat penganut agama 
mayoritas dapat menjadi potensi ancaman karena 
ketidakseimbangan jumlah dapat memicu konflik.82 
Berdasarkan pemahaman ini, sifat negatif yang muncul pada 
kalangan mayoritas tidak hanya terlihat dalam aspek sosial 
politik,83 tetapi juga dalam ranah keagamaan. Hal ini 
menyebabkan kelompok minoritas berpotensi menjadi 
korban serta memicu gesekan antara umat beragama.  

 
F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam suatu kajian 
menjelaskan pendekatan dan juga langkah-langkah penelitian, 
mencakup penetapan sumber data, teknik pengumpulan data dan 
analisis data serta teknik pengambilan kesimpulan. Penelitian ini 
merupakan penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-

 
80 Pudjo Suharso, “Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan 

Elemen Masyarakat)”, Jurnal Al-Mawarid, Vol. 16, 2006, hlm. 233. 
81 Stephan, Intergroup Threat Theory. In Nelson, Todd D. 

(ed.). Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination, hlm. 45-46. 
82 Damianus Hendropuspito, Sosiologi Agama, hlm. 165. 
83 Umihani, “Problematika Mayoritas dan Minoritas Dalam Interaksi 

Sosial Umat Beragama”, hlm. 249. 
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empiris atau (applied law research) yaitu penelitian yang fokus 
mengkaji hukum dalam tataran praktis.84 Dengan kata lain 
penelitian ini melakukan pengamatan terhadap ketentuan hukum 
normatif peraturan perundang-undangan, yakni bagaimana 
pelaksanaannya di tengah masyarakat. Berbagai aspek yang 
umum dikaji penelitian normatif-empiris mencakup bagaimana 
pengaturan dan efektivitas pelaksanaan sebuah hukum, 
kepatuhan masyarakat terhadap hukum, penegakan hukum, 
pengaruh aturan hukum terhadap sosial masyarakat dan lain 
sebagainya.85 

Dalam disertasi ini, yang dimaksud penelitian normatif-
empiris yakni kajian mengenai norma hukum pembentukan 
perda syariah dan bagaimana penerimaan masyarakat Lombok 
Barat terhadap produk hukum yang dibuat. Fokus kajian utama 
meliputi; Pertama, bagaimana perda syariah terealisasi dengan 
mengamati landasan norma hukum, juga menyoroti terkait 
hierarki pembentukan perundang-undangan sebagai dasar 
pembentukan perda syariah. Kajian ini berarti merupakan 
pengamatan secara normatif. Kedua, kajian mengenai 
penerimaan atau respons masyarakat terhadap perda syariah. 
Dengan demikian, penelitian normatif-empiris dalam disertasi 
ini merujuk pada dua fokus kajian utama sebagaimana 
disebutkan di atas, yaitu dari segi normatif dilakukan analisis 
terkait norma hukum pembentukan perda syariah mencakup 
penggalian dasar hukum, kewenangan, peran dan strategi politik 
para penggagas, sementara dari aspek empiris berfokus pada 
respons masyarakat dengan mengamati ada tidaknya ancaman 
dirasakan masyarakat terhadap kehadiran perda syariah di daerah 
mereka. 

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui kerja 
lapangan mencakup aspek tempat (place) yaitu di Lombok Barat, 

 
84 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2004), hlm, 52-54. 
85 Ibid. 
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pelaku (actor) yaitu para pihak yang terlibat pembentukan perda 
syariah dan pengguna (user) yaitu masyarakat Lombok Barat.86 
Pendekatan sosio-legal dipilih dalam penelitian ini untuk 
menganalisis landasan hukum serta menggunakan pendekatan 
sosio-politik guna menelusuri aspek politik yang mendasari 
pembentukan perda syariah dengan mengkaji peran elite politik 
lokal khususnya elite agama.87 Pendekatan sosio-legal yaitu 
pendekatan yang secara khusus mengamati hubungan atau 
interaksi peristiwa hukum dengan lingkungan sosial. Dengan 
demikian pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana 
perda syariah dapat terealisasi menjadi kebijakan publik daerah 
dari berbagai faktor yang ada. 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, 
Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Lombok Barat terdiri dari 
berbagai komunitas baik suku, etnis dan agama, yang 
menunjukkan pluralitas yang kuat. Beberapa wilayah di Lombok 
Barat bahkan memperlihatkan kehidupan secara teritorial 
berdasarkan kelompok agama tertentu, meskipun tidak 
menjadikan daerah ini sebagai daerah yang intoleran. Itulah 
mengapa di Lombok Barat, muncul istilah-istilah seperti 
Kampung Hindu, Kampung Cina dan sebagainya, istilah ini 
merujuk pada suatu kawasan yang di dalamnya mayoritas di huni 
oleh penganut agama tertentu. Fenomena ini memperlihatkan 
bahwa Lombok Barat merupakan daerah yang plural secara 
keagamaan, sehingga dipilih sebagai lokasi penelitian yang 
didasarkan pada realitas sosial tersebut untuk melihat bagaimana 
perda bernuansa syariah diterapkan di tengah masyarakat yang 
majemuk. Penelitian ini telah dilakukan sejak 2022 guna 
memperoleh gambaran awal, sementara studi lapangan lebih 
mendalam dilakukan pada tahun 2024. 

Fokus pada kajian ini adalah untuk menemukan 
 

86 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 285. 

87 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum 
Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 70. 
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mekanisme pembentukan perda bernuansa syariah di Lombok 
Barat, khususnya mengenai landasan atau dasar hukum yang 
digunakan, peran politik elite agama dalam menggagas perda 
dan bagaimana masyarakat sebagai pengguna menyikapi perda 
bernuansa syariah. Sumber data yang diperlukan dibagi menjadi 
data primer dan data sekunder. 

Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara, 
tahapan ini merupakan kegiatan pengumpulan data terkait 
diskursus politik pembentukan dan penerapan perda syariah 
yang bersumber langsung dari responden. Dalam penelitian ini, 
peneliti telah melakukan wawancara dengan 24 orang 
narasumber dari masyarakat Kabupaten Lombok Barat, yang 
dipilih secara purposive sampling dan snowball sampling88 dari 
total populasi sebesar 762.757 jiwa. Pemilihan 24 narasumber 
dari total populasi di atas didasari pada kapasitas mereka untuk 
menjelaskan data yang dibutuhkan. 

Populasi pada penelitian ini mencakup berbagai kategori 
atau elemen; Pertama, penduduk atau masyarakat Kab. Lombok 
Barat berdasarkan agama, Kedua, penduduk berdasarkan tingkat 
pendidikan terakhir.89 Ketiga, aparatur pemerintah dari lembaga 
eksekutif dan legislatif. Keempat, dari komposisi anggota DPRD 
Kab. Lombok Barat berdasarkan ideologi partai politik 
(Islamis/religius dan nasionalis).90 Kelima, pelaku usaha 

 
88 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2008), hlm.125. 
89 Pada aspek ini, peneliti mengalami kendala dalam melakukan 

klasifikasi sehingga belum dapat disajikan dalam penelitian ini. Meskipun 
tersedia jumlah atau data pendidikan terakhir dari masyarakat Lombok Barat, 
namun penelitian ini belum mampu memetakan respons secara khusus 
terhadap perda syariah berdasarkan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, 
respons masyarakat yang disajikan dalam disertasi ini cenderung 
digeneralisasi dan tidak diklasifikasikan menurut pendidikan. 

90 Pada kategorisasi ini, peneliti tidak melakukan wawancara dengan 
seluruh anggota legislatif yang berjumlah 45 orang, sehingga peneliti 
melakukan wawancara dengan beberapa anggota, meskipun demikian semua 
anggota telah mengisi atau memberikan pandangannya melalui kuesioner 
yang disebarkan secara online. 
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mencakup pelaku usaha perhotelan, home stay, SPA dan 
pedagang minuman beralkohol. Keenam, penduduk dari kategori 
organisasi keagamaan dan tokoh agama (Tuan Guru) baik tokoh 
agama formal dan non-formal. 

Berdasarkan kategorisasi populasi di atas, jumlah 
penduduk dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut, yaitu 
Islam sebanyak 94,37% dari total populasi, Buddha sebesar 
0,25%, Kristen sebanyak 0,16%, Katolik sebanyak 0,07% dan 
Konghucu sebanyak 0,00%. Dari kategori kelembagaan 
pemerintah daerah, pejabat pemerintahan baik di lembaga 
eksekutif dan legislatif yang diwawancarai sebanyak 5 orang. 
Pejabat pemerintahan di lingkungan Kementerian Agama 
Lombok Barat dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 
Lombok Barat, berjumlah 3 orang. Sementara, penduduk dari 
unsur atau para pelaku usaha, meliputi pelaku usaha perhotelan, 
SPA, home stay, produsen dan penjual minuman beralkohol 
tradisional, responden yang diwawancarai berjumlah 8 orang. 
Adapun narasumber dari kategori atau elemen organisasi 
keagamaan MUI, NU, NW dan Muhammadiyah berjumlah 5 
orang serta narasumber dari elite agama formal dalam 
pemerintahan sebagai anggota legislatif berjumlah 3 orang. 

Sementara, wawancara tidak langsung dilakukan dengan 
metode pengisian kuesioner melalui Google formulir yang 
disebar secara online, di isi oleh 100 orang. Adapun nama para 
narasumber, sebagian disamarkan dengan menyertakan inisial, 
kecuali para pejabat maupun tokoh masyarakat yang bersedia 
disebutkan namanya. Pada saat wawancara, cenderung bersifat 
terbuka dan mendalam (in-depth), di mana selama wawancara, 
peneliti menggali pandangan maupun peran setiap narasumber 
terkait pembentukan perda syariah. 

Dengan demikian, narasumber atau responden dalam 
penelitian ini dipilih dari berbagai elemen seperti telah 
disebutkan, dengan metode pengambilan sampel dari total 
populasi. Adapun pemilihan sampel didasarkan pada 
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keterlibatan langsung para narasumber dalam pembentukan 
perda syariah, juga didasarkan pada relevansi keilmuan 
keagamaan, seperti dari kalangan tuan guru. Selain itu, sampel 
yang dipilih meliputi pelaku usaha, baik di sektor pariwisata 
maupun produsen minuman alkohol tradisional, mengingat 
mereka adalah yang terkena dampak langsung oleh penerapan 
perda syariah, yaitu perda pariwisata halal dan perda minuman 
beralkohol. 

Bahan primer lain dalam penelitian ini, yaitu dokumen 
hukum dari sejumlah aturan terkait dengan penelitian ini, seperti 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, 
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan 
Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Fatwa DSN MUI 
Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Berikutnya, mengenai 
pengumpulan data sekunder, penelitian ini memperoleh 
informasi melalui buku atau literatur terkait politik hukum, 
pemikiran hukum Islam, hasil berbagai penelitian, disertasi, 
artikel dan sejumlah kajian lain yang mengkaji seputar perda 
syariah. 

Mengenai pengumpulan data, dalam penelitian ini 
dilakukan dalam beberapa tahap; Pertama, pengolahan data 
wawancara, data mentah hasil wawancara diolah dengan 
mengambil poin-poin penting yang relevan. Peneliti fokus pada 
bagian tertentu dari wawancara dengan pejabat maupun 
masyarakat Lombok Barat. Kedua, penghimpunan literatur, 
berbagai literatur terkait hukum pembentukan kebijakan publik 
dikumpulkan. Literatur penunjang, seperti kajian politik hukum 
dan penelitian terkait pemikiran serta diskursus politik juga turut 
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dihimpun. Data dari literatur ini kemudian diolah dan dianalisis 
untuk memperoleh informasi yang valid dan akurat, khususnya 
dalam menganalisis dokumen hukum pembentukan perda 
syariah. 

Setelah mengumpulkan data dari penghimpunan tersebut, 
selanjutnya adalah melakukan reduksi data.91 Proses ini 
dilakukan berkesinambungan selama penelitian di Lombok 
Barat berlangsung. Tujuan reduksi data adalah untuk 
menganalisis diskursus politik terkait pembentukan perda 
syariah. Dalam proses ini, peneliti memanfaatkan sumber data 
primer yang diperoleh melalui wawancara. Selain itu, verifikasi 
terhadap sumber data sekunder juga dilakukan untuk melengkapi 
analisis yang ada. Melalui pendekatan ini, argumentasi yang 
dibangun dapat dikembangkan secara lebih komprehensif dan 
mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih 
mendalam mengenai pembentukan perda syariah di Lombok 
Barat. 

Berkaitan dengan validasi data terhadap sumber data 
primer dan juga sumber data sekunder, yaitu dilakukan dengan 
tiga cara. Pertama, memastikan semua hasil wawancara dapat 
dibuktikan keaslian dengan menunjukkan bukti-bukti seperti 
hasil rekaman suara dan lain sebagainya. Kedua, melakukan 
pelacakan literatur yang bereputasi dan dapat dipertanggung-
jawabkan berkenaan dengan proses politik hukum pembentukan 
peraturan perundang-undangan daerah. Ketiga, menganalisis 
langsung secara mendalam dan teliti terhadap berbagai hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu 
berkaitan dengan tema penelitian ini. Setelah seluruh rangkaian 
proses penelitian sudah selesai, dengan melakukan 
pertimbangan terhadap seluruh bahan kajian yang telah 
dianalisis, dikritisi, dideskripsikan dan didiskusikan, peneliti 
berupaya untuk menarasikan kesimpulan secara objektif. 

 
91 Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data 

Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 56-77. 
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G. Sistematika Pembahasan 
Disertasi ini tersusun menjadi enam bab yang disusun 

secara sistematis. Bab pertama memuat latar belakang masalah 
penelitian, selanjutnya terdapat rumusan masalah, kemudian 
terdapat tujuan dan kegunaan penelitian serta tinjauan pustaka, 
kemudian di akhiri dengan kerangka teori dan metodologi 
penelitian. Pada bab ini pembahasan meliputi penjabaran 
problem akademik terkait dengan signifikansi penelitian dan 
juga adanya metodologi guna menjawab fokus kajian yang 
dibahas. Selain itu, bab pertama ini merupakan bagian untuk 
memaparkan gambaran berpikir peneliti dalam melakukan 
penelitian. 

Pada bab dua berisi tentang perda syariah dalam regulasi. 
Penjelasan diawali dengan sejarah legislasi perda syariah, 
dilanjutkan dengan menjelaskan pengertian perda syariah 
mencakup muatan isi dan jenis. Sub bab berikutnya membahas 
tentang relasi hukum Islam dan politik hukum. Terakhir, bab dua 
ini berbicara mengenai formalisasi hukum Islam. 

Beranjak pada bab tiga, membahas tentang kebijakan 
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam pembentukan perda 
syariah. Pembahasan bab ini meliputi kebijakan substantif terkait 
pembentukan perda bernuansa syariah, serta analisis terhadap 
dinamika kebijakan, politik, sosial dan kelembagaan yang 
mewarnai proses pembentukan perda syariah. 

Pada bab empat, penelitian ini mengulas secara mendalam 
terkait pengaruh elite agama dalam pembentukan perda syariah. 
Menelusuri bagaimana pemahaman para elite agama mengenai 
perda syariah, serta menelusuri peran, keterlibatan dan juga 
pengaruh mereka dalam mendorong lahirnya kebijakan tersebut. 
Pembahasan dalam bab ini juga mencakup analisis terkait relasi 
kuasa yang dimiliki elite agama baik melalui otoritas keagamaan 
maupun pengetahuan politik, dalam melegitimasi kebijakan 
daerah. Terakhir, bab ini turut mengkaji tujuan pembentukan 
perda syariah dari sudut pandang para elite yang terlibat dalam 
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pembentukan perda. 
Bab lima, peneliti memaparkan berkaitan dengan respons 

masyarakat terhadap perda syariah. Bagaimana pemahaman 
masyarakat serta penerimaan mereka terhadap perda syariah 
menjadi isu krusial yang di eksplorasi. Terakhir, pembahasan 
mengenai dampak perda syariah terhadap sosial ekonomi 
menjadi pembahasan penting untuk mengkaji dampak nyata 
perda syariah sebagai kebijakan publik daerah. 

Bab enam merupakan bab terakhir dalam penelitian atau 
disertasi ini, berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan, 
saran dan juga rekomendasi. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari sejumlah bab sebelumnya, 
penelitian ini mengungkap tiga kesimpulan sebagai jawaban dari 
rumusan masalah, antara lain: 
1. Meski dikenal sebagai daerah yang cukup religius dengan 

tradisi kesilaman yang kuat, pembentukan perda syariah di 
Kabupaten Lombok Barat dianggap tetap relevan, terutama 
di sektor pariwisata yang menghadapi tantangan kompleks 
terkait moralitas. Karenanya, keberadaan perda syariah di 
Kabupaten Lombok Barat merupakan hasil dialektika antara 
rasionalitas-religiusitas dan fleksibilitas-interpretatif, yaitu 
pengadopsian nilai-nilai Islam menjadi regulasi melalui 
proses legislasi berdasarkan penafsiran Pasal 11 Ayat (1) dan 
Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah. Meski Pasal 10 Ayat (1) dan (2) 
menyebut pengaturan mengenai agama merupakan 
kewenangan absolut pemerintah pusat, tetapi pemerintah 
daerah tetap membentuk perda syariah atas dasar prinsip 
dekonsentrasi. Atas penafsiran tersebut, di bidang pariwisata 
muncul perda bernuansa syariah tentang pariwisata halal, di 
bidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan 
masyarakat, muncul perda bernuansa syariah tentang 
minuman beralkohol. 
Fenomena tersebut memperlihatkan adanya praktik 
fleksibilitas atau penyesuaian nilai-nilai lokal terhadap 
struktur hierarki norma hukum, sehingga tidak melulu norma 
hukum di tingkat lokal tunduk terhadap norma di atasnya. 
Meskipun dalam teori hierarki norma hukum Kalsen, praktik 
ini dianggap sebagai pembangkangan terhadap sistem norma 
bertingkat (hierarki), tetapi ini terjadi karena pemerintah 
pusat dinilai belum cukup akomodatif terhadap kebutuhan 
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lokal, sehingga pemerintah daerah yang mengaku lebih 
memahami kebutuhan daerah sendiri, memilih melakukan 
tafsir terhadap peraturan atau norma hukum yang dinilai 
memberikan kewenangan bagi mereka untuk membentuk 
kebijakan daerah. 

2. Pembentukan perda syariah di Kabupaten Lombok Barat 
sangat dipengaruhi oleh elite agama formal dengan 
memanfaatkan kekuasaan yang diperoleh secara simbolik 
sosial keagamaan dan formal struktural. Bermodalkan 
kuasa-jabatan politik, mereka mempunyai pengaruh cukup 
besar. Namun, untuk merealisasikan perda syariah sangat 
bergantung pada sistem politik guna memperoleh legitimasi. 
Hal ini memperluas pemahaman antara teori relasi kuasa-
pengetahuan Foucault dan teori sistem politik Easton, dalam 
merealisasikan wacana, kuasa-pengetahuan yang dimiliki 
elite agama memang mampu bertransformasi menjadi 
instrumen kekuasaan, dengan catatan menjadikan sistem 
politik sebagai saluran resmi untuk melegitimasi kekuasaan. 

3. Respons masyarakat Lombok Barat terhadap kehadiran 
perda syariah terpolarisasi dalam dua kelompok yakni sikap 
yang menolak dan mendukung. Kalangan yang menolak, 
yaitu kalangan non-muslim meski tidak merasa terancam, 
namun sebagian merasa cemas dan khawatir terkait 
penerapan perda syariah. Meski menolak, kalangan non-
muslim Lombok Barat dapat beralih mendukung selama 
kehadiran perda syariah tidak menghilangkan hak-hak 
mereka. Respons ini menunjukkan keseragaman sikap, 
sebaliknya kalangan umat Islam cenderung menunjukkan 
dualisme, yaitu sebagian menolak dengan pengecualian, 
sebagian lagi mendukung tanpa pengecualian. 
Temuan ini memperluas konsep teori ancaman Stephan, 
bahwa ancaman tidak hanya bersifat nyata, tetapi dapat 
bersifat simbolik dan laten, yaitu muncul rasa khawatir 
terhadap nilai sosial budaya dan agama, bukan mengenai 
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keselamatan fisik, demikian juga terhadap ancaman laten 
yang dikhawatirkan terjadi di masa mendatang. Oleh karena 
itu, tidak selalu dominasi mayoritas menjadi ancaman 
sebagaimana digambarkan teori ancaman, minimnya 
penolakan non-muslim Lombok Barat terhadap kebijakan 
yang dibuat mayoritas menandakan minimnya ancaman 
secara nyata atau langsung. 
Kebaruan (novelty) penelitian ini adalah konsep fleksibilitas 
interpretatif terhadap hierarki norma hukum dalam 
pembentukan perda syariah yang dipengaruhi elite agama 
dengan memanfaatkan kuasa simbolik dan formal struktural 
dalam merealisasi wacana melalui sistem politik. Konsep ini, 
memperluas pemahaman teori hierarki norma hukum 
Kalsen, teori relasi kuasa-pengetahuan Foucault dan teori 
sistem politik Easton serta teori ancaman Stephan, bahwa 
kebijakan daerah lahir dari kombinasi antar-kebutuhan lokal 
dan peran elite dalam struktur formal. 
 

B. Rekomendasi 
Pertama, Rekomendasi teoritis, penelitian ini telah 

berhasil menjelaskan rumusan masalah yang sebelumnya 
diajukan dengan bertumpu pada teori hierarki norma hukum, 
relasi kuasa-pengetahuan dan teori sistem politik serta teori 
ancaman. Keempat teori tersebut peneliti gunakan untuk 
menganalisis perda bernuansa syariah di Kabupaten Lombok 
Barat. Penelitian ini telah berhasil mengungkap fakta terhadap 
pertanyaan dan asumsi yang diajukan terkait dinamika kebijakan 
pembentukan perda bernuansa syariah antara pemerintah daerah 
dan pemerintah pusat, peran serta strategi politik elite agama 
dalam menggagas perda syariah dan respons masyarakat dalam 
menyikapi penerapan perda di tengah kehidupan sehari-hari. 

Temuan penelitian ini, menggambarkan bahwa faktor 
kunci kemunculan perda bernuansa syariah di Kabupaten 
Lombok Barat didasarkan pada cukup kuatnya pengaruh elite 
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agama formal yang terlibat di dalam struktur pemerintahan 
dengan bermodalkan kekuasaan yang diperoleh melalui dua 
sumber kewenangan dan legitimasi, yaitu kekuasaan dari 
kewenangan dan legitimasi simbolik sosial keagamaan dan 
formal struktural, di samping relasi pengetahuan agama sebagai 
modal sosial serta sistem politik sebagai saluran memperoleh 
legitimasi formal. 

Penelitian berikutnya perlu menggunakan teori broker 
kebijakan, teori ini menjadi kekurangan dalam penelitian ini, 
karena keterbatasan peneliti sehingga belum dapat diaplikasikan. 
Rekomendasi penggunaan teori ini juga merupakan rekomendasi 
teoritis yang disampaikan oleh para peneliti pendahulu, teori 
broker dapat membantu mengungkap serta mengidentifikasi 
secara kritis aktor penghubung atau perantara dalam proses 
pembentukan perda bernuansa syariah. Selain teori ini, teori bos 
lokal dan teori pemilik modal juga perlu dipertimbangkan untuk 
mengungkap peran para local strongman lain yang mungkin 
memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan suatu kebijakan di 
daerah. 

Kedua, Rekomendasi metodologis, penelitian ini memiliki 
banyak keterbatasan khususnya pada kasus atau wilayah yang 
hanya dibatasi pada Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Penelitian berikutnya, perlu mengeksplorasi 
kasus-kasus lain di banyak daerah di Indonesia yang juga 
menerapkan perda bernuansa syariah. Jika hal ini dilakukan 
tentunya dapat memperkaya temuan dalam skala lebih besar 
sehingga dapat memberikan kesimpulan general terhadap 
penerapan perda bernuansa syariah di Indonesia. 

Penelitian ini, hanya mengidentifikasi relasi kuasa-
pengetahuan agama yang menjadi modal politik para elite agama 
formal Lombok Barat dalam mempengaruhi pembentukan perda 
bernuansa syariah. Penelitian berikutnya, diharapkan lebih 
memperluas kajian pada strategi dan modal politik lain yang 
mungkin digunakan oleh elite agama dalam menggagas 
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kebijakan publik di daerah. 
Ketiga, Rekomendasi praktis, penelitian ini telah 

menyimpulkan bahwa secara normatif kewenangan membentuk 
kebijakan publik di daerah yang bernuansa agama adalah 
merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat. Meskipun, 
dapat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan 
pendelegasian yang jelas. Oleh karena itu, rekomendasi praktis 
penelitian ini adalah, perlu menunjukkan landasan hukum yang 
lebih jelas terkait pendelegasian langsung dari hubungan vertikal 
pemerintah pusat dan daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten 
serta pendelegasian tidak langsung yang disebutkan dalam 
perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. 

Selain itu, keterlibatan masyarakat umum dalam 
pembahasan kebijakan publik di daerah juga menjadi penting, 
sebagai pengguna (user) serta yang paling terkena dampak 
terhadap kebijakan yang dibentuk, mereka tidak boleh merasa 
dirugikan, di samping sosialisasi kebijakan yang sudah dibentuk 
kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar pengawasan dari 
masyarakat dapat dilakukan. 
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